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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab V mengenai Evaluasi Kebijakan dengan 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam yaitu model 

CIPP yang terdapat empat tahap, yaitu context (konteks), input (masukan), 

process (proses), dan product (hasil) , maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Evaluasi terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di 

Taman Tematik Kota Bandung terbukti tidak memadai. Karena 

ditinjau dari evaluasi menggunakan model teori CIPP penyandang 

disabilitas tidak dapat mengakses taman tematik yang telah 

disediakan Pemerintah Kota Bandung.  

2. Pada tahap context (konteks), secara legal formalisasi kebijakan ini 

sudah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No.26 

Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang 

Cacat tercantum pada Pasal 33 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat 

No.97 Tahun 2015 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang 

Disabilitas tercantum pada Pasal 16, namun pada implementasinya 

banyak aspek yang tidak terpenuhi sebagaimana yang tercantum 

dalam peraturan tersebut.  
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3. Pada tahap input (masukan), terkait dengan sumber dana yang 

diberikan, melihat fasilitas berupa sarana dan prasarana yang 

terdapat di Taman Tematik yang disediakan Pemerintah Kota 

Bandung yaitu yang berperan langsung Bidang Pertamanan 

DPKP3, Taman Tematik bukan merupakan taman yang ramah 

bagi difabel. Begitu juga dengan Taman Inklusi yang dikhususkan 

bagi kaum disabilitas. 

4. Pada tahap process (proses), Pembangunan taman tematik berjalan 

dengan baik, hambatan yang dialami yaitu terdapat ketidak tepatan 

membangun taman dan masih banyak pro dan kontra dari 

masyarakat dengan adanya pembangunan Taman Inklusi. 

Ditambah dengan setelah adanya taman, terdapat masyarakat 

melanggar dengan berbagai hal (mencoret, merusak, mencuri) 

fasilitas yang ada di taman sehingga pengunjung tidak nyaman. 

Perawatan taman tematik tidak dilaksanakan dengan baik. 

5.  Pada tahap terakhir yaitu product (hasil), pembangunan taman 

tematik Kota Bandung tidak dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang ada, akkibtanya taman tersebut menjadi tidak ramah 

difabel atau bisa dikatakan tidak bisa menjadi taman yang inklusi.  
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti 

mencoba memberikan saran mengenai Evaluasi Kebijakan Tentang Aksesibilitas 

bagi Kaum Disabilitas di Taman Tematik Kota Bandung. terdapat beberapa hal 

yang perlu dilakukan dan dapat diterima oleh pihak terkait, yaitu sebagai berikut : 

1. Pada tahap context (konteks), Karena masih kurang detail isi dari perda 

dan pergub  mengenai jenis-jenis disabilitas  (masih mengacu  hanya pada 

tuna daksa (difabel yang menggunakan kursi roda). Seharusnya peraturan 

mengenai standardisasi aksesibilitas pertamanan menurut Perda dan 

Pergub yang telah dibahas sebelumnya dapat ditentukan terlebih dahulu 

jenis disabilitasnya.  

 

2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya memberikan fasilitas yang dapat 

diakses oleh semua jenis difabel secara maksimal, supaya taman tersebut 

dapat menjadi taman yang ramah bagi difabel. Fasilitas tersebut meliputi 

ram, akses masuk berupa trap, tempat duduk/istirahat. 

 

3. Sesuai dengan ketentuannya seluruh taman di Kota Bandung harus dapat 

diakses oleh kaum disabilitas maupun non difabel, selain itu Pemerintah 

dan masyarakat diharapkan memiliki awareness  terhadap kaum difabel. 

maka dari itu akan muncul sifat bertanggung jawab dari seluruh pihak 

khususnya pengunjung taman. 
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